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A. Gambaran Umum Universitas Sebelas Maret 
1. Sejarah Universitas Sebelas Maret 
Universitas Sebelas Maret berdiri pada tanggal 11 Maret 1976 
dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1976. 
Universitas Sebelas Maret pada mulanya bernama Universitas Negeri 
Surakarta Sebelas Maret yang merupakan gabungan dari lima perguruan 
tinggi di Surakarta. Lima perguruan tinggi tersebut adalah Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Surakarta, Sekolah Tinggi 
Olah Raga (STO) Negeri Surakarta, Akademi Administrasi Niaga (AAN), 
Universitas Gabungan Surakarta (UGS), dan Fakultas Kedokteran 
Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) Veteran cabang 
Surakarta. 
Pada awal berdirinya, Universitas Sebelas Maret terdiri dari 9 
Fakultas yang masih tersebar di beberapa tempat di Surakarta, yaitu: 
a. Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sosial Politik 
berada di kampus Pabelan, menempati bekas gedung IKIP Negeri 
Surakarta dan bekas gedung STO di Manahan.  
b. Fakultas Pertanian bertempat di Hadiwijayan Surakarta yang kemudian 
pindah ke Pabelan. 
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c. Fakultas Hukum bertempat di Pagelaran Kraton Surakarta. 
d. Fakultas Teknik berada di Jln. Slamet Riyadi no. 24 (satu halaman 
dengan Kantor Agraria pada waktu itu). 
e. Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra Budaya di Jln. Urip Sumoharjo no. 
110, menempati bekas gedung IKIP Negeri. 
f. Fakultas Kedokteran di Jln. Kolonel Sutarto, menempati bekas gedung 
PTPN Veteran. 
g. Kantor Pimpinan Universitas dan Kantor Administrasi berada di 
Pagelaran Kraton Surakarta. 
Penggabungan kelima perguruan tinggi tersebut dimulai pada tahun 
1980. Pembangunan secara fisik dipimpin oleh dr. Prakosa. Kampus yang 
semula terletak di beberapa tempat disatukan dalam suatu kawasan. Lokasi 
tersebut yaitu di daerah Kentingan dengan luas area sekitar 60 hektar. 
Pembangunan kampus di daerah Kentingan berakhir pada tahun 1985. 
Pembangunan fisik kampus yang tergolong cepat, juga diimbangi 
dengan perkembangan di sektor yang lain. Tahun 1986, Prof. Dr. Koento 
Wibisono selaku rektor berikutnya, melakukan peletakan dasar-dasar 
percepatan pertumbuhan, Pada masa ini, perubahan telah terjadi, seperti 
perkembangan yang cukup bagus dalam bidang akademik dan jumlah 
staff, juga dalam penguatan infrastruktur kampus. 
Setelah Prof. Haris Mudjiman, Ph.D menjadi rektor berikutnya, 
percepatan UNS dimulai untuk melangkah ke arah yang lebih baik. 
Semangat dan komitmen yang tinggi untuk melakukan perubahan 
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sangatlah dibutuhkan untuk membuat kemajuan di setiap sisi kehidupan 
UNS. Efek dari perubahan tersebut sangatlah mengesankan. 
Sekarang ini, UNS merupakan universitas muda dengan 
pertumbuhan yang luar biasa. Dengan berbagai potensi yang ada, misal 
seperti dokter bedah kulit dengan reputasi nasional (Fakultas Kedokteran), 
penemuan starbio dan padi tahan garam (Fakultas Pertanian), dan beberapa 
kemajuan yang terjadi di setiap fakultas dan unit-unit kerja lainnya. UNS 
juga melakukan langkah maju dalam perkembangan teknologi informasi. 
Dengan ekspansi jaringan teknologi informasi yang lebih besar lagi, 
Puslinet UNS membuat torehan sejarah UNS dalam buku kemajuan dan 
perkembangan UNS. Torehan-torehan sejarah yang lebih mengesankan 
lainnya akan terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan 
universitas ini. 
2. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sebelas Maret 
Visi Universitas Sebelas Maret 
Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu, 
teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan 
berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. 
Misi Universitas Sebelas Maret 
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut 
pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa 
dalam memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 
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b. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di 
bidang ilmu, teknologi dan seni. 
c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 
berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. 
Tujuan Universitas Sebelas Maret 
a. Menciptakan lingkungan yang mendorong setiap warga kampus mau 
belajar guna mengembangkan kemampuan diri secara optimal. 
b. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 
dan beebudi luhur, cerdas, terampil, dan mandiri serta sehat jasmani, 
rohani, dan sosial. 
c. Melahirkan temuan-temuan baru di bidang ilmu, teknologi, dan seni 
yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat 
dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. 
d. Mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian 
kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi secara terus-menerus 
menuju kehidupan yang lebih modern. 
e. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya nasional 
sebagai salah satu landasan berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam 
kehidupan, baik di dalam maupun di luar kampus. 
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju 
terciptanya masyarakat yang semakin cerdas, terampil, mandiri, 
demokratis, damai, dan religius. 
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g. Mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. 
h. Menjadikan Universitas Sebelas Maret perguruan tinggi yang unggul 
di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2015. 
3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi Universitas Sebelas Maret berdasarkan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 
0201/O/1995 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Sebelas Maret 
adalah sebagai berikut: 
1) Rektor dan Pembantu Rektor 
2) Senat Universitas 
3) Fakultas, yang terdiri dari: 
- Fakultas Sastra dan Seni Rupa, 
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
- Fakultas Hukum, 
- Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik, 
- Fakultas Ekonomi, 
- Fakultas Kedokteran, 
- Fakultas Pertanian, 
- Fakultas Teknik. 
4) Dosen 
5) Lembaga Penelitian 
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6) Lembaga pengabdian kepada Masyarakat 
7) Biro Administrasi Akademik 
8) Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
9) Biro Administrasi Kemahasiswaan 
10) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi 
11) Unit Pelaksanaan Teknis 
12) Dewan Penyantun. 
Gambar dari struktur organisasi Universitas Sebelas Maret 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia No. 0201/O/1995  dapat dilihat pada Gambar 1.1.  
4. Deskripsi Jabatan 
a. Senat Universitas 
Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan 
tertinggi pada Universitas, yang terdiri atas Guru Besar, Guru Besar 
Emeritus, Pimpinan Universitas, Dekan, Ketua Lembaga dan wakil 
dosen Fakultas. Guru Besar Luar Biasa dan Pejabat-pejabat lain dalam 
lingkungan Universitas dapat menjadi anggota Senat Universitas yang 
penetapannya dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan 
Senat Universitas. Senat Universitas diketuai oleh Rektor didampingi 
oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota. Tugas dan 
























































































































































































































































































































































1) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas. 
2) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan 
serta kepribadian sivitas akademika. 
3) Merumuskan kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di 
universitas. 
4) Memberikan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Universitas yang diajukan oleh pimpinan Universitas. 
5) Menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas 
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. 
6) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada 
universitas. 
7) Memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan 
calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan 
dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik, Lektor, Lektor 
Kepala Madya, Lektor Kepala, Guru Besar Madya dan Guru Besar. 
8) Menegakkan kaidah-kaidah yang berlaku bagi sivitas akademika. 
9) Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada 
universitas yang memenuhi persyaratan. 
b. Rektor 
Rektor merupakan pembantu Menteri di bidang yang menjadi 
tugas dan kewajibannya serta penanggung jawab utama pada 
 10 
Universitas. Tugas dan tanggung jawab rektor di Universitas Sebelas 
Maret adalah sebagai berikut: 
1) Memimpin Universitas sesuai dengan tugas pokok yang telah 
digariskan oleh menteri, membina tenaga pendidikan, mahasiswa 
dan tenaga administrasi agar berdaya guna dan berhasil guna. 
2) Menentukan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan 
dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di 
lingkungan Universitas yang secara fungsional menjadi tanggung 
jawabnya sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah, kebijakan 
Menteri dan kebijakan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 
3) Melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan 
peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan 
tinggi atas dasar Keputusan Senat Universitas. 
4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan 
swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, 
terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya. 
c. Pembantu Rektor 
Rektor dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh tiga 
orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Rektor. Pembantu Rektor terdiri atas Pembantu 
Rektor I, Pembantu Rektor II, dan Pembantu Rektor III dengan tugas 
sebagai berikut: 
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1. Pembantu Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam 
memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
pengabdian kepada masyarakat, perencanaan dan kerjasama. 
2. Pembantu Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam 
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan 
administrasi umum. 
3. Pembantu Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam 
memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan 
kemampuan penalaran, pengembangan minat dan bakat, dan 
pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan alumni 
dengan Universitas. 
d. Dewan Penyantun 
Universitas mempunyai Dewan Penyantun yang mendampingi 
Rektor dalam menjalankan tugas-tugas seperti berikut: 
1) Mengasuh hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah, 
dan badan swasta dengan perguruan tinggi. 
2) Membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi. 
3) Membantu pengembangan perguruan tinggi. 
4) Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam 




e. Biro Administrasi Akademik (BAA) 
Biro Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala 
yang bertanggungjawab kepada Rektor dan pelaksanaan tugas sehari-
hari dibawah pembinaan Pembantu Rektor I. Dalam menjalankan 
tugasnya Biro Administrasi Akademik memiliki 2 bagian yaitu Bagian 
Pendidikan dan Bagian Kerjasama. 
Tugas pokok dan kewenangan dari Biro Administrasi 
Akademik yaitu: 
1) Melaksanakan administrasi layanan teknis administrasi akademik 
dan layanan administrasi kerjasama. 
2) Membagi tugas dan memberi arahan Kepala Bagian dan Kepala 
Sub Bagian di BAA.  
3) Mengkoordinasikan dan menseleksi/koreksi pelaksanaan tugas 
bagian.  
4) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai prestasi kerja Kepala 
Bagian di BAA.  
5) Membina dan membimbing bawahan yang menjadi 
tanggungjawabnya.  
6) Menyusun Pedoman dan Kebijaksanaan Teknis pelaksanaan tugas 
BAA.  
7) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAA dengan pihak-pihak 
terkait.  
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8) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas 
bagian.  
9) Mengevaluasi laporan dan pertanggungjawaban dari hasil kegiatan 
bagian-bagian, untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada 
atasan.  
10) Mengkoodinasikan penyelesaian masalah, kritikan, saran, masukan 
dari pihak-pihak terkait di UNS maupun luar UNS.  
11) Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan. 
f. Biro Administrasi  Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) 
Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi dipimpin 
oleh seorang Kepala  yang bertanggungjawab kepada Rektor dan 
pelaksanaan tugas sehari-hari  dibawah pembinaan Pembantu Rektor I. 
Dalam  menjalankan tugasnya Biro Administrasi Perencanaan 
dan Sistem  Informasi memiliki 2 (dua) bagian yaitu Bagian 
Perencanaan dan Bagian Sistem  Informasi. Tugas pokok dan 
kewenangan dari Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi 
yaitu: 
1) Melaksanakan administrasi sistem informasi. 
2) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data.  
3) Melaksanakan layanan informasi. 
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4) Membagi tugas dan memberi arahan Kepala Bagian dan Kepala 
Sub Bagian di BAPSI.   
5) Mengkoordinasikan dan menseleksi/koreksi pelaksanaan tugas 
bagian.   
6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai prestasi kerja Kepala 
Bagian di BAPSI.   
7) Membina dan membimbing bawahan yang menjadi 
tanggungjawabnya.   
8) Menyusun Pedoman dan Kebijaksanaan Teknis pelaksanaan tugas 
BAPSI.   
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BAPSI dengan pihak-pihak 
terkait.   
10) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas 
bagian.   
11) Mengevaluasi  laporan dan pertanggungjawaban dari hasil kegiatan 
bagian-bagian,  untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada 
atasan.   
12) Mengkoodinasikan penyelesaian masalah, kritikan, saran, masukan 
dari pihak-pihak terkait di UNS maupun luar UNS.   




g. Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) 
Biro Administrasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala 
yang bertanggungjawab kepada  Rektor dan pelaksanaan tugas sehari-
hari dibawah pembinaan Pembantu Rektor III. Dalam menjalankan 
tugasnya Biro Adminstrasi Kemahasiswaan memiliki 2  bagian yaitu 
Bagian Minat dan Penalaran. BAK memiliki tugas dan kewenangan 
sebagai berikut: 
1) Menyusun rencana dan program kerja  tahunan Biro AK sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas.   
2) Menyusun konsep rencana dan program kerja  universitas sebagai 
bahan masukan pimpinan.   
3) Membagi tugas kepada kepala bagian di  lingkungan Biro AK 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.   
4) Memberi  arahan kepala bagian dalam melaksanakan tugas agar 
terjalin kerjasama yang  baik.   
5) Mengkoordinasikan  Kepala Bagian dilingkungan Biro AK dalam 
mengelola tugas agar terjalin  kerjasama yang baik.   
6) Menilai  pelaksanaan tugas Kepala Bagian dilingkungan Biro AK 
agar pelaksanaan  sesuai dengan ketentuan yg telah ditetapkan.   
7) Merumuskan  saran alternatif di bidang pembinaan kemahasiswaan 
berdasarkan masukan  dari Kepala Bagian sebagai bahan 
penyusunan kebijakan atasan.   
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8) Mengkaji  peraturan perundang-undangan yg berlaku di bidang 
pembinaan kemahasiswaan  untuk kelancaran tugas.   
9) Membina  bawahan di lingkungan Biro AK untuk meningkatkan 
disiplin, kemampuan dan  kesejahteraan pegawai.   
10) Mengevaluasi  pelaksanaan tugas Kepala Bagian dilingkungan 
Biro AK untuk mengetahui  permasalahan dan upaya 
pemecahannya.   
11) Merumuskan  kebijakan teknis di bidang administrasi 
kemahasiswaan berdasarkan  ketentuan yang berlaku serta 
perkembangan ilmu dan teknologi sebagai  pedoman kerja.   
12) Menelaah  dan menetapkan pedoman pembinaan dan 
pengembangan administrasi  kemahasiswaan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku serta perkembangan ilmu  dan teknologi 
sebagai pedoman kerja.   
13) Menelaah  dan menetapkan pedoman pembinaan dan 
pengembangan administrasi  kemahasiswaan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku  sebagai bahan 
penyusunan rancangan kebijakan pimpinan.  
h. Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang 
Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor dan pelaksanaan tugas 
sehari-hari dibawah pembinaan Pembantu Rektor II. Kepala Biro 
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Administrasi Umum dan Keuangan merupakan jabatan struktural 
sebagai  unsur penunjang bidang administrasi dengan rumusan tugas: 
menyusun rencana, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas Biro AUK serta  merumuskan 
kebijaksanaan teknis dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, 
hukum,  tata laksana, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan 
berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku sebagai 
pedoman kerja. 
Tugas pokok dan kewenangan dari Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan adalah: 
1) Menyusun Konsep Rencana Anggaran Universitas sebagai 
masukan atasan.   
2) Menyusun Rencana Anggaran dan Program Kerja Tahunan Biro 
AUK.   
3) Membagi tugas dan memberi arahan Kepala Bagian dan Kepala 
Sub Bagian di Biro AUK.   
4) Mengkoordinasikan dan menseleksi/koreksi pelaksanaan tugas 
bagian.   
5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai prestasi kerja Kepala 
Bagian di Biro AUK.   
6) Membina dan membimbing bawahan yang menjadi 
tanggungjawabnya.   
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7) Menyusun Pedoman dan Kebijaksanaan Teknis pelaksanaan tugas 
Biro AUK.   
8) Menelaah Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi 
Umum dan Keuangan sebagai masukan atasan dan sebagai dasar 
pelaksanaan tugas.   
9) Menyusun saran dan usulan alternatif untuk pembinaan dan 
pengembangan layanan administrasi umum dan keuangan.   
10) Mengadakan konsultasi dengan atasan, pimpinan unit kerja, dan 
pimpinan instansi terkait untuk mengupayakan kelancaran 
pelaksanaan tugas dan mengatasi permasalahan/hambatan.   
11) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Biro AUK dengan pihak-
pihak terkait.   
12) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas 
bagian.   
13) Mengevaluasi laporan dan pertanggungjawaban dari hasil kegiatan 
bagian-bagian, untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada 
atasan.   
14) Mengkoodinasikan penyelesaian masalah, kritikan, saran, dan 
masukan dari pihak-pihak terkait di UNS maupun luar UNS.   
15) Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan. 
Dalam menjalankan  tugasnya Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan memiliki 4 (empat) Bagian yaitu: Bagian  Tata Usaha dan 
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Hukum Tata Laksana, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, serta 
Bagian Perlengkapan. 
a. TU, RT, HTL 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor: 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Universitas Sebelas Maret. Bab IX pasal 75, 76, 77 dan 78 
mengatur tentang Bagian TU,RT,HTL, merupakan salah satu 
bagian dari Biro administrasi Umum dan Keuangan. TU, RT, HTL 
dipimpin oleh seorang kepala dengan tugas dan kewenangan 
sebagai berikut: 
1) Mengkoordinir, mengarahkan penyusunan program kerja dan 
laporan Bagian. 
2) Memberi pengarahan, memantau, mengoreksi rencana, konsep 
surat, aturan, dll. 
3) Memantau, menangani dan melaporkan semua tugas dan 
masalah yang timbul di Bagian. 
4) Mengkoordinir dan mempersiapkan penyusunan program kerja 
dan Lakip Biro Administrasi Umum dan Keuangan. 
b. Bagian Kepegawaian 
1) Menyusun rencana dan program kerja Bagian. 
2) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di 
bidang kepegawaian. 
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3) Menyusun rencana formasi dan pengembangan pegawai. 
4) Melaksanakan urusan pengumuman, penerimaan, penyaringan, 
usul dan pengangkatan pegawai baru. 
5) Mempersiapkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
6) Melaksanakan urusan pelantikan, serah terima jabatan dan 
sumpah/ janji Pengawai Negeri Sipil (PNS). 
7) Melaksanakan pengurusan Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kartu 
Pegawai (Karpeg), Kartu Induk (Karin), Kartu Isteri (Karis), 
Kartu Suami (Karsu), Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan 
Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Surat Keterangan Untuk 
Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4), dan 
Lembar Pembayaran Pajak Pembangunan (LP2P). 
8) Melaksanakan urusan mutasi pegawai. 
9) Mempersiapkan penyelenggaraan ujian dinas tingkat II dan 
mempersiapkan peserta ujian dinas tingkat III. 
10) Mempersiapkan rencana dan program pendidikan dan latihan 
pegawai serta mempersiapkan pemberian izin belajar/ tugas 
relajar. 
11) Melaksanakan pemberian izin menjadi anggota Partai Politik. 
12) Melaksanakan penyusunan usul pengangkatan kembali 
pegawai yang telah melaksanakan tugas belajar. 
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13) Melaksanakan urusan penyelesaian kasus kepegawaian. 
14) Melaksanakan urusan usul perpanjangan batas usia pensiun 
guru besar dan pengangkatan guru besar emiritus. 
15) Mempersiapkan usul pemberian tanda penghargaan dan 
melaksanakan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai. 
16) Melaksanakan penyusunan statistik pegawai. 
17) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat di bidang 
kepegawaian. 
18) Menyusun laporan Bagian. 
c. Bagian Perlengkapan 
Di bagian Perlengkapan memiliki tugas sebagai berikut: 
1) Melaksanakan pelayanan dalam bidang pengadaan dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Universitas 
Sebelas Maret. 
2) Melaksanakan administrasi pengadaan dan pemeliharaan 
perlengkapan. 
3) Melaksanakan inventarisasi dan mempersiapkan usul 
penghapusan barang perlengkapan. 
d. Bagian Keuangan 
Tugas pokok bagian Keuangan adalah melaksanakan 
administrasi keuangan Universitas dan melaksanakan pelayanan 
administrasi keuangan. Bagian Keuangan adalah salah satu unit 
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kerja pendukung pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja 
Universitas Sebelas Maret. 
Bagian Keuangan memiliki 34 Staf yang terdiri dari 1 Kepala 
Bagian 3 Kepala Sub Bagian dan 30 staf dengan beragam 
kualifikasi. Tugas dari masing-masing staf adalah sebagai berikut: 
a) Kepala Bagian 
1) Menyusun rencana/ program kerja. 
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. 
3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan . 
4) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan. 
b) Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan 
1) Menyusun dan melaksanakan program kerja Subbag. 
Anggaran Rutin dan Pembangunan. 
2) Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab tugas-tugas di 
Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan. 
3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan di 
Subbag. Anggaran Rutin dan Pembangunan. 
4) Mengolah, menganalisis dan menyimpulkan data usulan 
Anggaran Rutin dan Pembangunan. 
5) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan. 
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c) Kepala Sub Bagian Dana Masyarakat 
1) Menyusun dan melaksanakan program kerja Subbag. Dana 
Masyarakat. 
2) Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab tugas-tugas di 
Sub Bagian Dana Masyarakat. 
3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan di 
Subbag. Dana Masyarakat. 
4) Mengolah, menganalisis dan menyimpulkan data usulan 
Dana Masyarakat. 
5) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan. 
d) Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi 
1) Menyusun dan melaksanakan program kerja Subbag. 
Monitoring dan Evaluasi. 
2) Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab tugas-tugas di 
Subbag. Monitoring dan Evaluasi. 
3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan di 
Subbag. Monitoring dan Evaluasi. 





B. Latar Belakang 
Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi 
yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam 
terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (good government governance). 
Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, maka diperlukan suatu ketaatan 
terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis 
kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan Pasal 68 dan Pasal 69 dari Undang-
undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya 
memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan 
keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan 
efektivitas. Untuk itu, instansi pemerintah yang telah memenuhi syarat dapat 
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). 
Di dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 
Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di 
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Tujuan dari BLU adalah 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
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memberikan fleksibelitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip 
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.  
Untuk mencerminkan pengelolan yang baik, maka setiap instansi 
pemerintah yang menerapkan PK BLU diwajibkan membuat laporan 
keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Tujuan dari laporan keuangan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang pedoman 
akuntansi dan pelaporan keuangan BLU adalah: 
1. Akuntabilitas; mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLU dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 
2. Manajemen; membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan 
kegiatan suatu BLU dalam periode pelaporan sehingga memudahkan 
fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh 
penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas BLU untuk 
kepentingan stakeholders. 
3. Transparasi; memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada 
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 
pertanggungjawaban BLU dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan. 
Agar tujuan dari laporan keuangan tersebut di atas dapat tercapai 
dengan baik, maka diperlukan suatu sistem untuk melaksanakan setiap 
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kejadian/ kegiatan keuangan. Peraturan Menteri Keuangan No. 
76/PMK.05/2008 menyebutkan bahwa sistem akuntansi BLU terdiri dari 
sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi 
biaya. Subsistem akuntansi pengeluaran kas merupakan bagian dari sistem 
akuntansi keuangan. Pengeluaran kas di sektor publik dapat digolongkan 
menurut jenis pembayarannya, yaitu dengan sistem GU (Ganti Uang), LS 
(Pembayaran Langsung), TU (Tambahan Uang), dan UP (Uang Persediaan). 
Transaksi pengeluaran kas yang langsung dibayar ke pihak ketiga memiliki 
resiko terjadi manipulasi karena sifat kas yang mudah untuk 
dipindahtangankan. 
Pemerintah telah merancang sistem akuntansi tentang prosedur 
pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan 
mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
66/PB/2005. Tujuan dari peraturan ini agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, 
transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 
73/PMK.05/2008 dan Peraturan Direktur Perbendaharaan No. 47/PB/2009 
telah disebutkan tata cara pelaksanaan penatausahaan laporan 
pertanggungjawaban bendahara kementerian negara/ lembaga/ kantor/ satuan 
kerja. Di dalam peraturan tersebut disebutkan ketentuan-ketentuan yang harus 
dilakukan, serta tata cara melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi di 
dalam instansi. Dari beberapa peraturan tersebut jika digabungkan akan 
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menjadi sebuah sistem yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, 
terutama untuk satuan kerja yang telah menerapkan Pengelola Keuangan 
Badan Layanan Umum (PK BLU). 
Dalam rangka pelaksanaan anggaran BLU, pimpinan yang membawahi 
satuan kerja berstatus PK BLU berkewajiban menyusun Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) dan 
menyampaikannya kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. DIPA memiliki 
fungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran karena 
berisi batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan 
pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, DIPA juga 
digunakan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan 
sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah sehingga setiap 
penggunaan anggaran tidak boleh melebihi pagu dalam DIPA. DIPA di 
Perguruan Tinggi terdiri dari DIPA yang bersumber dari Rupiah Murni dan 
DIPA dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). DIPA Rupiah Murni 
merupakan daftar pelaksanaan anggaran dari dana yang bersumber dari 
pemerintah sedangkan DIPA PNBP merupakan daftar pelaksanaan anggaran 
dari pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada 
masyarakat dan hibah tidak terikat dari masyarakat atau badan lain.  
Dengan adanya DIPA dan mengingat terbatasnya dana baik dari 
pemerintah maupun dari masyarakat untuk membiayai kegiatan di UNS, maka 
pengelolaan keuangan dituntut lebih tertib dan sesuai dengan peraturan yang 
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berlaku. Penulis dalam penelitiannya akan mengevaluasi pengeluaran kas dana 
DIPA PNBP BLU terutama untuk sistem pembayaran langsung (LS) 
pengadaan barang dan jasa di UNS karena dengan Keputusan Menteri 
Keuangan No. 052/KMK.02/2009 menetapkan Universitas Sebelas Maret 
sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah sistem yang telah 
dilaksanakan UNS sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan pemerintah, penulis memilih judul “EVALUASI SISTEM 
PENGELUARAN KAS DANA DIPA PNBP BLU UNIVERSITAS 
SEBELAS MARET (PEMBAYARAN SISTEM LS PENGADAAN 
BARANG DAN JASA)”. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah yang dapat penulis ambil sebagai pembahasan adalah: 
“Apakah sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU dengan pembayaran 
sistem LS untuk pengadaan barang dan jasa di Universitas Sebelas Maret 
sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 
66/PB/2005?” 
D. Tujuan 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah 
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sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU dengan pembayaran sistem LS 
untuk pengadaan barang dan jasa di Universitas Sebelas Maret telah sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005. 
E. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Universitas Sebelas Maret 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengeluaran kas 
dana DIPA PNBP BLU, khususnya dengan sistem pembayaran LS untuk 
pengadaan barang dan jasa yang telah diterapkan di Bagian Keuangan 
Universitas Sebelas Maret. 
b. Bagi Penulis 
Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang sistem 
akuntansi di sektor publik, khususnya sistem akuntansi universitas tentang 
pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU dengan sistem pembayaran LS 
untuk pengadaan barang dan jasa. 
c. Bagi Pembaca 
Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman 
mengenai sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU di UNS untuk 




ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
a. Pengertian Sistem 
Sistem menurut Mulyadi (2008:2) adalah sekelompok unsur yang 
erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama 
untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah suatu jaringan prosedur 
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan 
pokok perusahaan (Mulyadi, 2008:5). Sedangkan pengertian sistem 
menurut Abdul Halim (2007:51) adalah suatu kesatuan yang terdiri 
atas subsistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang sangat 
berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem tersebut 
mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 
adalah suatu kesatuan yang terdiri subsistem yang saling berhubungan 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
b. Pengertian Prosedur 
Menurut Mulyadi (2008:5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan 
klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen 
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atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 
transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
Dari pengertian sistem dan prosedur di atas dapat diketahui 
perbedaan sistem dan prosedur. Suatu sistem terdiri dari jaringan 
prosedur, sedangkan prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal. 
Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan berikut:  
1) Menulis,  
2) menggandakan, 
3) menghitung,  
4) memberi kode, 
5) mendaftar,  
6) memilih,  
7) memindah, dan 
8) membandingkan. 
2. Pengertian Sistem Akuntansi 
Sistem akuntansi didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan, 
dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 
informasi akuntansi (Indra Bastian, 2007:5). Pengertian sistem akuntansi 
menurut Mulyadi (2008:3) adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan 
yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolan 
perusahaan. Sedangkan pengertian sistem akuntansi dalam Peraturan 
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Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi 
Badan Layanan Umum adalah serangkaian prosedur baik manual maupun 
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. 
Mulyadi (2008:3) menyebutkan unsur suatu sistem akuntansi pokok 
adalah sebagai berikut: 
a. Formulir 
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen 
karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi 
direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. Formulir sering 
pula disebut dengan istilah media karena formulir merupakan media 
untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 
catatan. 
b. Jurnal 
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 
untuk mencatat, mengkasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan 




c. Buku Besar 
Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang 
digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 
sebelunnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini 
disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan 
dalam laporan keuangan. 
d. Buku Pembantu 
Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar 
diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu 
(subsidiary ledger). Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening 
pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening 
tertentu dalam buku besar. 
e. Laporan 
Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang 
dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba ditahan, 
laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan. 
3. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas 
Elemen-elemen dari sistem akuntansi pengeluaran kas menurut 
Mulyadi (2008:510) sebagai berikut: 
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a. Fungsi yang Terkait 
1) Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas 
Suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas mengajukan 
permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Permintaan cek harus 
mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. 
2) Fungsi Kas 
Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan 
otorisasi atas cek, dan mengirim cek kepada kreditur via pos atau 
membayarkan langsung kepada kreditur. Untuk mempermudah 
pembayaran ini, kreditur yang mempunyai bank yang berbeda 
dengan bank pembayar, maka umumnya pembayaran kepada 
kreditur dilakukan dengan pemindahbukuan. 
3) Fungsi Akuntansi 
Dalam sistem pengeluaran kas dengan cek, fungsi akuntansi 
bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang 
menyangkut biaya dan persediaan, pencatatan transaksi 
pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas dan register cek, dan 
pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada 





4) Fungsi Pemeriksaan intern 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan 
kas secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya 
dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. 
b. Dokumen yang Digunakan 
1) Bukti Kas Keluar 
Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas 
kepada Bagian Kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen 
tersebut. 
2) Cek 
Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk 
memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang 
kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. 
3) Permintaan Cek 
Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang 
memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk 






c. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
1) Jurnal Pengeluaran Kas 
Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi 
pengeluaran kas. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar 
pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari 
pemasok. 
2) Register Cek 
Register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas 
dengan cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek 
perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur 
perusahaan atau pihak lain. 
d. Jaringan yang Membentuk Sistem 
1) Prosedur Permintaan Cek 
Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan 
permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. 
Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang 
bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi sebgai dasar 
untuk pembuatan bukti kas keluar. 
2) Prosedur Pembuatan Bukti Kas Keluar 
Berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi 
akuntansi (Bagian Utang), dalam prosedur pembuatan bukti kas 
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keluar Bagian Utang membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar 
ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek 
sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut. 
3) Prosedur Pembayaran Kas 
Fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada 
pejabat yang berwewenang, dan mengirimkan cek tersebut kepada 
kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. 
4) Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas 
Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ke dalam jurnal 
pengeluaran kas atau register cek. 
4. Pengertian Akuntansi Belanja dan Pembayaran LS 
a. Pengertian Akuntansi Belanja 
Di dalam bukunya, Abdul Halim (2007:32) menuliskan tentang 
pengertian akuntansi menurut Accounting Principle Board (1970) 
sebagai berikut: 
      Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya menyediakan 
informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang 
entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam 
pengambilan keputusan ekonomik — dalam membuat pilihan-
pilihan yang nalar di antara berbagai alernatif arah tindakan. 
Sedangkan akuntansi menurut American Accounting Association 
(dalam Abdul Halim, 2007:32) sebagai berikut: 
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Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, penguluran, 
pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari 
suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam 
rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang 
memerlukan. Pengertian ini juga dapat melengkapi analisis atas 
laporan yang dihasilkan oleh akuntansi tersebut. 
Kata “entitas” yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah 
“satuan” yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Organisasi ini 
dapat berupa organisasi perusahaan ataupun organisasi pemerintah. 
Sugijanto, dkk. (1995) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri atas 
tiga bidang usaha, yakni akuntansi komersial/ perusahaan (commercial 
accounting), akuntansi pemerintahan (governmental accounting), dan 
akuntansi sosial (social accounting) (dalam Abdul Halim, 2007:34). 
Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk 
memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan 
pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
masyarakat. 
Pengertian belanja/ biaya menurut Indra Bastian (2007:151) adalah 
penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama 
periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau konsumsi aktiva 
atau terjadinya kewajiban yang ditimbulkan, sebagai akibat 
pengurangan aktiva/ ekuitas neto selain dari yang berhubungan dengan 
distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. Menurut Deddi Nordiawan 
(2007:290) belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas 
Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam 
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periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan pengertian 
belanja menurut Mahsun (2007:123) adalah penurunan aktiva dan atau 
kenaikan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu periode 
akuntansi. 
Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
akuntansi belanja adalah suatu proses pengidentifikasian, penguluran, 
pencatatan, dan pelaporan transaksi pengeluaran kas dari rekening Kas 
Umum Negara/ Daerah ekuitas dana lancar dalam satu periode 
akuntansi atau periode tahun anggaran bersangkutan. 
b. Pengertian Pembayaran LS 
Akuntansi belanja pada satuan kerja meliputi akuntansi belanja 
pembayaran UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU (Tambah 
Uang), dan LS (Langsung). Nordiawan (2007:290) menyatakan 
pembayaran Langsung atau LS adalah pelaksanaan pembayaran yang 
dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak/ rekanan berdasarkan 
SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/ Kuasa PA atas nama pihak yang 
berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah. Mekanisme ini dilakukan 
untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
rekanan/ pihak ketiga dan/ atau atas pembayaran dalam rangka 
pengadaan barang/ jasa yang bernilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima 
juta rupiah). 
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Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa belanja LS 
(Langsung) adalah jenis belanja yang dilakukan oleh satuan kerja yang 
dananya mengalir langsung dari rekening kas daerah/ negara kepada 
pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Belanja LS terdiri 
dari LS belanja pegawai dan LS belanja non-pegawai. LS belanja non-
pegawai terdiri dari pembayaran pengadaan barang dan jasa, 
pembayaran biaya langganan daya dan listrik,dan pembayaran biaya 
perjalanan dinas.  
5. Pengertian-pengertian dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
No. 66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban 
APBN dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 58/PB/2008 
Tentang Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP. 
a. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah 
instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan baran dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktifitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai 
dengan peraturan pemerintah terkait. 
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Perguruan Tinggi BLU adalah 
seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan 
yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan sejak 
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ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan Pengelola Keuangan 
BLU. 
c. Pengguna Anggaran atau PA adalah pejabat yang berwewenang dan 
bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian 
Negara/ Lembaga yang bersangkutan. 
d. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa PA adalah pejabat yang 
memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk 
menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 
e. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga 
atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal 
Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai 
dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen 
pendukung kegiatan akuntansi pemerintahan. 
f. Bendaharan Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka 
pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kemeterian Negara/Lembaga. 
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g. Surat Permintaan Pembayaran atau SPP adalah suatu dokumen yang 
dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku 
pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit 
SPM yang berkenaan. 
h. Surat Perintah Membayar atau SPM adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain 
yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 
i. Surat Perintah Membayar Langsung atau SPM-LS adalah surat 
perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan 
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar 







B. Sistem Pengeluaran Kas Dana DIPA PNBP BLU (Pembayaran Sistem LS 
Pengadaan Barang dan Jasa) Menurut Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan No. 66/PB/2005 
1. Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terait dalam sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP 
BLU di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 
66/PB/2005 adalah: 
a. Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas 
Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan 
permintaan pencairan dana dengan menyerahkan SPP dan dokumen 
pendukungnya ke Petugas penerima SPP. Di dalam Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan No. 66/PB/2005, fungsi yang memerlukan 
pengeluaran kas adalah Pejabat Pembuat Komitmen. 
b. Fungsi Kas  
Fungsi kas bertanggung jawab dalam memintakan otorisasi atas 
SPM. Di dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005, 
fungsi kas dilaksanakan oleh Petugas Penerimaan SPP, Pejabat 
Pengujian SPP, dan Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM. 
Tugas dari masing-masing bagian tersebut adalah: 
1) Petugas Penerimaan SPP bertugas menerima dan memeriksa 
kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas 
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SPP, kemudian mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan 
SPP dan membuat/ menandatangani tanda terima SPP berkenaan. 
2) Pejabat Penguji SPP adalah melakukan pengujian terhadap rincian 
dokumen pendukung SPP, memeriksa ketersediaan pagu anggaran 
dalam DIPA, memeriksa kesesuaian rencana kerja, dan memeriksa 
kebenaran atas hak tagih yang menyangkut pihak yang dituju, nilai 
tagihan, dan jadwal waktu pembayaran. 
3) Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM adalah pejabat yang 
diberi kewenangan oleh PA/ Kuasa PA untuk melakukan pengujian 
atas SPP dan menerbitkan SPM. Pejabat penerbit SPM dan 
penandatanganan SPM memiliki kuasa dalam mencairkan dana 
yang bersumber dari DIPA. Pejabat Penerbit dan Penandatanganan 
SPM bertugas mengotorisasi SPM setelah SPP yang diajukan telah 
diperiksa oleh petugas penerima SPP dan pejabat penguji SPM. 
c. Fungsi Akuntansi 
Fungsi akuntansi betanggung jawab melakukan pencatatan 
penerimaan dan  pengeluaran kas dalam Buku Kas Umum. Di dalam 
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008, fungsi akuntansi 
dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran 
bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam 
rangka pelaksanaan APBN pada kantor/ satuan kerja Kementerian 
Negara/ Lembaga. 
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2. Dokumen yang Digunakan 
a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 
SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan 
kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat 
lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan 
kepada pejabat penerbit SPM yang berkenaan. 
b. Dokumen Pendukung SPP 
SPP yang diajukan ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung seperti 
berikut: 
1) Kontrak/ SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan, 
2) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran (PA) mengenai 
penetapan rekanan, 
3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, 
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, 
5) Berita Acara Pembayaran, 
6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk, 
7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak, 
8) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank 
atau lembaga keuangan non-bank, 
9) Ringkasan Kontrak. 
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Berita Acara pada butir 3, 4 dan 5 di atas dibuat sekurang-
kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada: 
a) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM; 
b) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat 
kontrak; 
c) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan. 
c. SPM (Surat Perintah Membayar) 
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang 
dipersamakan. SPM diterbitkan setelah SPP yang diajukan telah 
diperiksa kebenaran dan kelengkapannya. 
d. Check List SPP 
Check list SPP digunakan oleh pejabat pengujian SPP untuk 
memeriksa kelengkapan SPP sesuai dengan Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan No. 66/PB/2005. 
e. Tanda Terima SPP 
Tanda terima SPP adalah dokumen yang berfungsi sebagai tanda 
bahwa SPP dan dokumen pendukungnya telah diterima dan telah 




3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
a. Buku Pengawasan Penerimaan SPP 
Buku Pengawasan Penerimaan SPP dipegang oleh petugas 
penerima SPP untuk mencatat jumlah pengeluaran yang diajukan 
dalam SPP. Dokumen tersebut berisi pagu anggaran, jumlah 
pengeluaran yang diminta dan sisa dari pagu per MAK (Mata 
Anggaran Kegiatan). 
b. BKU (Buku Kas Umum) 
Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 
47/PB/2009 disebutkan bahwa Bendahara wajib menyelenggarakan 
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah 
pengelolaannya. Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara harus 
dimulai dari Buku Kas Umum, selanjutnya pada buku-buku pembantu. 
Pada Bendahara Pengeluaran Buku Kas Umum digunakan untuk 
mencatat pengeluaran-pengeluaran dan penerimaan selain dari PNBP. 
4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
a. Prosedur Permintaan Pencairan Dana/ Pengeluaran Kas 
Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan SPP dan dokumen 
pendukungnya ke Petugas Penerima SPP. Petugas Penerima SPP 
memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan 
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berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP 
dan membuat/ menandatangani tanda terima SPP berkenaan. 
b. Prosedur Pembuatan/ Penerbitan SPM 
Pejabat penguji SPP melakukan pemeriksaan secara rinci 
dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan berlaku, memeriksa 
ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, memeriksa kebenaran atas 
hak tagih, dan memeriksa kesesuaian rencana kerja serta pencapaian 
tujuan dan/atau sasaran kegiatan. Setelah semua berkas telah diperiksa, 
pejabat penerbit dan penandatanganan SPM menerbitkan SPM dalam 
rangkap tiga dengan distribusi sebagai berikut: 
1) Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN. 
2) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang bersangkutan. 
c. Prosedur Pembayaran Kas 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan 
keuangan BLU menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan kas, 
BLU menyelenggarakan menyimpan kas dan mengelola rekening bank 
pada bank umum sehingga dalam melakukan pembayaran BLU harus 
melewati bank umum tersebut. Setelah SPM diterbitkan dan 
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, 
petugas yang diberi wewenang dalam pengeluaran kas/ Bendahara 
Pengeluaran melakukan transfer ke pihak ketiga yang ditunjuk. 
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d. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas 
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 menyebutkan 
bahwa setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera 
dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum dibukukan dalam buku 
pembantu/ register-register. Setelah Bendahara Pengeluaran 
melakukan transfer ke pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran mencatat 
transaksi pengeluaran kas ke Buku Kas Umum. 
5. Bagan Alir (Flowchart) 
Bagan alir sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU 
(pembayaran sistem LS pengadaan barang dan jasa) menurut Peraturan 














































SPP : Surat Permintaan Pembayaran 
DPS : Dokumen Pendukung SPP 
TTS : Tanda Terima SPP 
BPPS : Buku Pengawasan Penerimaan SPP 






Gambar 2.1 Flowchart Sistem Pengeluaran Kas Dana DIPA PNBP BLU 
(Pembayaran Sistem LS Pengadaan Barang dan Jasa)  Menurut 
Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 
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Gambar 2.2 Flowchart Sistem Pengeluaran Kas Dana DIPA PNBP BLU 
(Pembayaran Sistem LS Pengadaan Barang dan Jasa)  Menurut 
Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 (Lanjutan) 
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6. Uraian Jaringan yang Membentuk Bagan Alir (Flowchart) 
a. Prosedur Permintaan Pencairan Dana/ Pengeluaran Kas  
1. Petugas Penerima SPP menerima SPP dan dokumen 
pendukungnya. 
2. Petugas Penerima SPP memeriksa kelengkapan dokumen 
pendukung SPP tersebut dan mengisi check list kelengkapan berkas 
SPP, kemudian mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan 
SPP. 
3. Petugas Penerima SPP membuat dan menandatangani tanda terima 
SPP, kemudian menyampaikan SPP tersebut ke pejabat penguji 
SPM. 
b. Prosedur Pembuatan/ Penerbitan SPM 
1. Pejabat Penguji SPP memeriksa secara rinci dokumen pendukung 
SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk 
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu 
anggaran. 
3. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja 
yang dicapai dengan indikator keluaran. 
4. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain: 
a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ 
perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank); 
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b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau 
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai 
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); 
c) Jadwal waktu pembayaran. 
5. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai 
dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan 
dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak. 
6. Setelah dilakukan pengujian terhadap berkas SPP, Pejabat Penerbit 
dan Penandatanganan SPM menerbitkan SPM-LS rangkap 3 
dengan distribusi: 
a) Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN. 
b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang 
bersangkutan. 
c. Prosedur Pembayaran Kas 
1. Bendahara Pengeluaran membuat bukti transfer bank dalam 
rangkap 2. Lembar asli untuk pihak bank dan Lembar kedua 
sebagai arsip satker yang bersangkutan. 
2. Bendahara pengeluaran melakukan transfer ke bank.  
3. Bendahara pengeluaran mencatat transaksi pengeluaran kas ke 





d. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas 
1. Setelah melakukan transfer ke pihak ketiga, Bendahara 
Pengeluaran mencatat transaksi pengeluaran kas tersebut ke Buku 
Kas Umum (BKU). 
2. Bendahara Pengeluaran mengarsip semua dokumen menurut 
tanggal. 
C. Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas Dana DIPA PNBP BLU Universitas 
Sebelas Maret (Pembayaran Sistem LS Pengadaan Barang dan Jasa) 
1. Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP 
BLU Universitas Sebelas Maret untuk pembayaran sistem LS untuk 
pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut: 
a. Fungsi yang Memerlukan Pengeluaran Kas 
Di dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP 
BLU UNS yang melaksanakan tugas sebagai fungsi yang memerlukan 
pengeluaran kas adalah Pejabat Pembuat Komitmen dari Fakultas/ Unit 
Kerja lainnya. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan permintaan 
pencairan dana dengan menyerahkan SPP dan dokumen pendukungnya 




b. Fungsi Kas 
Di dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP 
BLU UNS yang melaksanakan tugas sebagai fungsi kas adalah: 
1) Petugas Penerima SPP/ Petugas Verifikasi 
Petugas Penerima SPP/ Petugas Verifikasi bertanggung jawab 
menerima dan memeriksa kelengkapan berkas SPP, menguji 
kebenaran SPP, kemudian mencatatnya dalam buku pengawasan 
penerimaan SPP yang disebut Wasdit (Pengawasan Kredit) dan 
membuat/ menandatangani tanda terima SPP berkenaan yang 
disebut Disposisi. Di dalam melaksanakan fungsinya, terdapat 8 
petugas verifikasi di bagian Keuangan dengan pembagian sebagai 
berikut: 
(a) Verifikator 1 menangani pengajuan SPP dari Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan dari Unit Pelayanan 
Teknis (UPT) yang ada di Universitas Sebelas Maret. 
(b) Verifikator 2 menangani pengajuan SPP dari Program Pasca 
Sarjana dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(MIPA). 
(c) Verifikator 3 menangani pengajuan SPP dari Fakultas Ekonomi 
dan Kantor Pusat. 
(d) Verifikator 4 menangani pengajuan SPP dari Fakultas 
Kedokteran dan Fakultas Hukum. 
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(e) Verifikator 5 menangani pengajuan SPP dari Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan Fakultas Pertanian. 
(f) Verifikator 6 menangani pengajuan SPP dari Fakultas Sastra 
dan Jurusan Hyperkes. 
(g) Verifikator 7 menangani pengajuan SPP dari Fakultas Teknik 
dan Program Magister Management (MM). 
(h) Verifikator 8 menangani pengajuan SPP dari Kantor Pusat. 
2) Pejabat Penguji SPP 
Tugas dari pejabat penguji SPP adalah melakukan pengujian 
terhadap rincian dokumen pendukung SPP, memeriksa 
ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, memeriksa kesesuaian 
rencana kerja, dan memeriksa kebenaran atas hak tagih yang 
menyangkut pihak yang dituju, nilai tagihan, dan jadwal waktu 
pembayaran. Dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas dana 
DIPA PNBP BLU UNS pembayaran LS untuk pengadaan barang 
dan jasa yang berperan sebagai Pejabat Penguji SPP adalah sebagai 
berikut: 
a) Bendahara Pengeluaran Pembantu 
Di dalam prosedur pengeluaran kas dana DIPA PNBP, 
tugas dari fungsi bendahara pengeluaran pembantu sama seperti 
fungsi verifikator, yaitu melakukan pengecekan dan pengujian 
kebenaran dokumen SPP. Setelah pengecekan verifikator 
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selesai, dokumen SPP dari semua fakultas dan unit kerja yang 
ada di UNS diserahkan ke petugas Arsiparis. 
b) Arsiparis 
Di dalam sistem pengeluaran kas, petugas arsiparis 
memiliki tugas meng-input nomor surat masuk dan 
memberikan lembar Kartu Kendali Anggaran pada dokumen 
SPP. 
c) Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi 
Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi memiliki tugas 
memantau ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA dan meng-
input SPM berdasarkan pagu dan realisasi. 
3) Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM 
Pejabat penandatanganan SPM adalah pejabat yang diberi 
kewenangan oleh PA/ Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas 
SPP dan menerbitkan SPM. Pejabat penerbit dan penandatanganan 
SPM memiliki kuasa dalam mencairkan dana yang bersumber dari 
DIPA. Pejabat penerbit dan penandatanganan SPM bertugas 
mengotorisasi SPM setelah SPP yang diajukan telah diperiksa oleh 
petugas penerima SPP dan pejabat penguji SPM. Dalam 
pelaksanaan sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU UNS 
pembayaran LS untuk pengadaan barang dan jasa yang merupakan 
Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM adalah:   
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a) Kabag. Keuangan 
Di dalam prosedur pengeluaran kas, Kabag. Keuangan 
memiliki tugas memvalidasi dokumen SPP yang masuk, yaitu 
dengan menandatangani lembar disposisi yang dilampirkan di 
fungsi verifikator dan Kartu Kendali Anggaran sebagai tanda 
bahwa SPP yang diajukan telah lengkap dan diperiksa sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 
b) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan 
Kepala Biro Adminitrasi Umum dan Keuangan selaku 
Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM memiliki 
kewenangan untuk menandatangani SPM setelah dokumen SPP 
dan dokumen pendukungnya telah selesai diperiksa di masing-
masing fungsi sebelumnya. 
c) Kasubbag. Dana Masyarakat 
Kasubbag. Dana Masyarakat memiliki tugas menvalidasi 
SPM dengan pemberian nomor pada SPM dan menandatangani 
disposisi pencairan. 
c. Fungsi Akuntansi 
Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan 
terhadap penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam Buku Kas Umum 
(BKU) dan buku-buku pembantu lainnya. Di dalam pelaksanaan sistem 
pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU UNS dengan sistem 
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pembayaran LS untuk pengadaan barang dan jasa, fungsi akuntansi 
dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dan Kasir Pengguna. 
1) Bendahara Pengeluaran  
Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan 
APBN pada kantor/ satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga. 
Bendahara pengeluaran membukukan transaksi pengeluaran pada 
Buku Kas Umum.  
2) Kasir Pengguna 
Bendahara Pengeluaran memberi kuasa pada Kasir Pengguna 
untuk membayarkan kas ke pihak ketiga. Kasir Pengguna 
bertanggung jawab dalam membuat bukti transfer bank dan 
mentransfer kas ke pihak ketiga, kemudian mencatat transaksi 
pengeluaran kas di dalam Buku Kas Harian. 
2. Dokumen yang Digunakan 
Di dalam sistem pengeluaran kas pembayaran LS untuk pengadaan 
barang dan jasa dana dari DIPA PNBP BLU Universitas Sebelas Maret 
menggunakan beberapa dokumen untuk merekam suatu kejadian keuangan 




a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 
Surat Permintaan Pembayaran yang disebut juga SPP adalah suatu 
dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk 
selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat 
penerbit SPM berkenaan. Di dalam pelaksanaan sistem pengeluaran 
kas dana DIPA PNBP BLU UNS untuk pembayaran LS, SPP harus 
diajukan dalam rangkap 3. Lembar pertama untuk Bendahara 
Pengeluaran, lembar kedua untuk Verifikator, dan lembar ketiga untuk 
diserahkan ke Fakultas/ unit kerja lain yang mengajukan SPP tersebut. 
b. Dokumen Pendukung SPP 
Di dalam mengajukan SPP untuk pengadaan barang dan jasa dari 
dana DIPA dengan pembayaran LS di UNS harus dilampiri dengan 
dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut: 
1) Surat pengantar, 
2) Kontrak/ SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan, 
3) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran (PA) mengenai 
penetapan rekanan sebanyak 2 lembar, 
4) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, 
5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, 
6) Berita Acara Pembayaran, 
7) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk, 
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8) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak, 
9) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank 
atau lembaga keuangan non-bank, 
10) Ringkasan Kontrak sebanyak 2 lembar, 
11) Rekap penggunaan sebanyak 2 lembar, 
12) Rincian penggunaan sebanyak 2 lembar, 
13) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja) yang 
ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 2 
lembar. 
14) Rekap pajak sebanyak 2 lembar. 
c. SPM (Surat Perintah Membayar) 
Surat Perintah Membayar yang disebut juga SPM adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang 
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Di dalam 
pelaksanaan sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU UNS 
dengan sistem pembayaran LS untuk pengadaan barang dan jasa, SPM 
dibuat oleh Fakultas/ Unit Kerja lainnya yang mengajukan SPP. SPM 
harus diajukan dalam rangkap 3. Lembar pertama untuk Bendahara 
Pengeluaran, lembar kedua untuk Verifikator, dan lembar ketiga untuk 




d. Kartu Kendali Anggaran 
Kartu Kendali Anggaran diberikan pada saat dokumen SPP 
sampai di fungsi arsiparis. Kartu ini berfungsi untuk mendisposisi 
bahwa SPP-LS yang diajukan telah disetujui karena tidak melebihi 
pagu anggaran dalam DIPA. 
e. Lembar Disposisi 
Lembar disposisi merupakan tanda terima SPP yang dibuat oleh 
petugas penerima SPP/ petugas verifikasi. Lembar ini diberikan pada 
saat SPP dan dokumen pendukungnya diterima dan telah diuji oleh 
verifikator. Fungsi dari lembar disposisi ini sebagai tanda bahwa SPP 
dan dokumen pendukungnya telah diuji dan diperiksa oleh fungsi-
fungsi yang terkait dalam penerbitan SPM/ pencairan dana. Setiap 
fungsi wajib memberi paraf dan tanggal selesainya pengujian terhadap 
SPP dan dokumen pendukungnya sebelum diserahkan ke fungsi 
selanjutnya. 
f. Bukti Transfer Bank 
 Bukti transfer bank dibuat oleh Kasir Pengguna berdasarkan 
perintah dari Bendahara Pengeluaran setelah semua berkas telah 
disetujui oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Bukti 
transfer bank dibuat dalam rangkap 2, lembar 1 untuk bank dan lembar 
2 untuk diarsip. 
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3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
a. Rekapitulasi Pengawasan Kredit (Wasdit) 
Wasdit merupakan Buku Pengawasan Penerimaan SPP yang 
dipegang oleh verifikator dan bendahara pengeluaran pembantu untuk 
mencatat jumlah pengeluaran yang diajukan dalam SPP. Dokumen 
tersebut berisi pagu anggaran, jumlah pengeluaran yang diminta dan 
sisa dari pagu per MAK (Mata Anggaran Kegiatan). 
b. Buku Kas Harian 
Buku Kas Harian digunakan oleh kasir pengguna untuk mencatat 
setiap terjadi transaksi pengeluaran kas ataupun penerimaan selain dari 
pendapatan PNBP.  
c. Buku Kas Umum 
Buku Kas Umum atau disebut BKU adalah buku yang digunakan 
oleh bendahara pengeluaran untuk mencatat pengeluaran dan 
pendapatan selain dari PNBP. BKU berbentuk stafel yaitu penerimaan 
di sisi debit dan pengeluaran di sisi kredit. Setelah transaksi 
pengeluaran kas dilakukan, bendahara pengeluaran mencatat transaksi 






4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
a. Prosedur Permintaan Pencairan Dana/ Pengeluaran Kas 
Pejabat Pembuat Komitmen dari Fakultas/ Unit Kerja lainnya 
menyerahkan SPP dan dokumen pendukungnya ke Petugas Verifikasi/ 
Verifikator. Verifikator memeriksa kelengkapan dokumen pendukung 
SPP, kebenaran Mata Anggaran Kegiatan (MAK), dan kebenaran 
penghitungan pajak. Setelah itu, Verifikator mencatat SPP tersebut ke 
Rekapitulasi Pengawasan Kredit (Wasdit) dan melampiri berkas SPP 
dengan lembar disposisi serta memberi paraf pada lembar disposisi 
tersebut. 
b. Prosedur Pembuatan/ Penerbitan SPM 
Pejabat penguji SPP yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, Arsiparis, dan Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi 
melakukan pemeriksaan secara rinci dokumen pendukung SPP. Di 
dalam prosedur ini seluruh bagian di fungsi kas melakukan pengujian 
terhadap SPP dan dokumen pendukungnya. Setelah semua berkas telah 
diperiksa, pejabat penerbit dan penandatanganan SPM yaitu Ka. Biro 
Administrasi Umum dan Keuangan memberi otorisasi pada SPM.  
c. Prosedur Pembayaran Kas 
Prosedur pembayaran kas dimulai saat SPP dan dokumen-
dokumen pendukungnya telah sampai pada Bendahara Pengeluaran. 
Bendahara Pengeluaran membuat memo pada lembar disposisi yang 
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diserahkan pada kasir pengguna untuk melakukan transfer ke pihak 
ketiga. Kasir Pengguna membuat bukti transfer bank dalam rangkap 
dua, kemudian melakukan transfer ke pihak ketiga. 
d. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas 
Setelah Kasir Pengguna telah mentransfer ke pihak ketiga, 
tembusan bukti transfer bank, SPP dan SPM lembar pertama, dokumen 
pendukung SPP, lembar disposisi, dan Kartu Kendali Anggaran 
diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran 
mencatat transaksi pengeluaran kas tersebut ke Buku Kas Umum, 
kemudian mengarsip semua dokumen berdasarkan tanggal transaksi. 
5. Bagan Alir (Flowchart) 
Bagan alir (flowchart) sistem pengeluaran dana DIPA PNBP BLU 
Universitas Sebelas Maret dengan pembayaran LS pengadaan barang dan 
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Gambar 2.3 Flowchart Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dana DIPA PNBP 
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Bendahara Pengeluaran Pembantu 
Gambar 2.4 Flowchart Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dana DIPA PNBP 
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Gambar 2.5 Flowchart Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dana DIPA PNBP 
BLU UNS (Pembayaran Sistem LS Pengadaan Barang dan Jasa) 
(Lanjutan) 
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Gambar 2.6 Flowchart Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dana DIPA PNBP 
BLU UNS (Pembayaran Sistem LS Pengadaan Barang dan Jasa) 
(Lanjutan) 
Kabag. Keuangan 
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Gambar 2.7 Flowchart Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dana DIPA PNBP 
BLU UNS (Pembayaran Sistem LS Pengadaan Barang dan Jasa) 
(Lanjutan) 
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Gambar 2.8 Flowchart Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dana DIPA PNBP 
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Gambar 2.9 Flowchart Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dana DIPA PNBP 
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Gambar 2.10 Flowchart Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas dana DIPA PNBP 
BLU UNS (Pembayaran Sistem LS Pengadaan Barang dan Jasa) 
(Lanjutan) 
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6. Uraian Jaringan yang Membentuk Bagan Alir (Flowchart) 
a. Prosedur Permintaan Pencairan Dana/ Pengeluaran Kas 
1) Pejabat Pembuat Komitmen dari fakultas atau unit kerja lain 
menyerahkan berkas SPP, dokumen pendukung SPP, dan SPM 
kepada Petugas Verifikasi/ Verifikator. 
2) Verifikator memeriksa pagu masing-masing unit kerja, kebenaran 
Mata Anggaran Kegiatan (MAK), kebenaran penghitungan pajak 
dan kelengkapan dokumen sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan No. 66/PB/2005. 
3) Verifikator melampiri berkas SPP dengan lembar disposisi, 
kemudian memberikan paraf pada lembar disposisi tersebut.  
4) Verifikator melakukan pencatatan atas penerimaan pengajuan SPP 
dalam Rekapitulasi Pengawasan Kredit (Wasdit). Setelah itu, 
berkas SPP diserahkan ke bendahara pengeluaran pembantu. 
b. Prosedur Pembuatan/ Penerbitan SPM 
1) Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pengujian kebenaran 
dokumen seperti yang dilakukan oleh fungsi verifikator, yaitu 
dengan memeriksa pagu masing-masing unit kerja, kebenaran 
MAK, kebenaran penghitungan pajak dan kelengkapan dokumen 
yang diajukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan No. 66/PB/2005. 
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2) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan atas 
penerimaan pengajuan SPP ke dalam wasdit. 
3) Bendahara pengeluaran pembantu memberi paraf pada lembar 
disposisi dan menyerahkan berkas SPP ke fungsi arsiparis. 
4) Fungsi arsiparis meng-input nomor surat masuk, yaitu nomor SPP 
yang berada di pojok kiri atas. 
5) Arsiparis memberi kartu kendali anggaran pada SPP tersebut. 
6) Arsiparis memberi paraf pada lembar disposisi, kemudian 
menyerahkan berkas SPP ke Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi. 
7) Kasubbag. Monitorning dan Evaluasi memantau pagu dan 
memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA sesuai dengan 
jenis pengajuan pencairan dana SPP tersebut. Kemudian meng-
input data SPM berdasarkan pagu dan realisasi. 
8) Kasubbag. Monitoring dan Evaluasi memeriksa kelengkapan 
berkas sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
No. 66/PB/2005. 
9) Kasubbag. Monitorning dan Evaluasi melakukan pantauan 
terhadap dana, kemudian memberikan paraf pada lembar disposisi 
dan Kartu Kendali Anggaran. Setelah itu menyerahkan berkas SPP 
ke Kabag. Keuangan. 
10) Kabag. Keuangan memberi tanda tangan pada Kartu Kendali 
Anggaran. 
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11) Kabag. Keuangan memberi paraf pada lembar disposisi, kemudian 
menyerahkan berkas SPP ke Ka. Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan. 
12) Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan memberi otorisasi 
pada SPM dengan memberi tanda tangan pada SPM tersebut.  
13) Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan memberi paraf pada 
lembar disposisi, kemudian menyerahkan berkas SPP ke Kasubbag. 
Dana Masyarakat. 
14) Kasubbag. Dana Masyarakat memberi nomor SPM pada SPM yang 
telah ditandatangani tersebut. 
15) Kasubbag. Dana Masyarakat menvalidasi dokumen dengan 
memberi tanda tangan/ paraf pada Kartu Kendali Anggaran. 
16) Kasubbag. Dana Masyarakat memberi paraf pada lembar disposisi, 
kemudian menyerahkan berkas SPP tersebut ke Bendahara 
Pengeluaran. 
c. Prosedur Pembayaran Kas 
1) Bendahara pengeluaran menerima berkas SPP dari Kasubbag. 
Dana Masyarakat, kemudian mengecek otorisasi pada SPM dan 
KKA. 
2) Bendahara pengeluaran membuat memo pada lembar disposisi 
untuk pencairan dana/ pengeluaran kas, kemudian menyerahkan 
berkas SPP ke kasir pengguna. 
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3) Kasir pengguna menerima SPP yang telah disetujui, kemudian 
membuat bukti transfer bank untuk transfer rangkap 2. 
4) Bukti transfer bank di bawa ke bank untuk melakukan transfer ke 
pihak ketiga. Bukti transfer asli diminta bank, dan yang tembusan 
untuk diarsip. 
5) Kasir pengguna mencatat transaksi pengeluaran kas ini ke Buku 
Kas Harian, kemudian mendistribusikan berkas SPP dengan 
distribusi sebagai berikut: 
(a) SPP dan SPM lembar ke-1, dokumen pendukung SPP, lembar 
disposisi, KKA dan bukti transfer bank tembusan diserahkan ke 
Bendahara Pengeluaran. 
(b) SPP dan SPM rangkap ke-2 ke Verifikator. 
(c) SPP dan SPM rangkap ke-3 ke Fakultas/ Unit Kerja yang 
mengajukan SPP tersebut. 
d. Prosedur Pencatatan Pengeluaran Kas 
Bendahara pengeluaran mencatat transaksi pengeluaran kas ke Buku 






D. Evaluasi Sistem Pengeluaran Kas Dana DIPA PNBP BLU Universitas 
Sebelas Maret (Pembayaran Sistem LS Pengadaan Barang dan Jasa) 
1. Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP 
di UNS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan No. 66/PB/2005 yang meliputi Petugas Penerima SPP, 
Pejabat Penguji SPP, dan Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM. 
Selain itu juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 
47/PMK.05/2008 yang menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran 
bertugas mengelola belanja/ pengeluaran kas BLU. 
Di dalam pelaksanaannya, setiap fungsi terdiri dari beberapa petugas 
di Bagian Keuangan di UNS. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Pejabat 
Penerbit SPM untuk melaksanakan tugasnya dan untuk memperkuat 
pengendalian intern. Selain itu, pelaksanaan sistem pengeluaran kas dana 
DIPA PNBP di UNS terdapat pemisahan fungsi yang tegas antara fungsi 
yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, dan fungsi akuntansi. Hal 
ini dapat meminimalkan resiko penyelewengan/ tindakan yang 
menyimpang dari sistem. 
2. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan di dalam sistem pengeluaran kas dana DIPA 
PNBP BLU UNS untuk pembayaran LS pengadaan barang telah sesuai 
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dengan Peraturan Direktur Perbendaharaan No. 66/PB/2005. Akan tetapi 
dalam pelaksanaannya terdapat tambahan beberapa dokumen, yaitu Surat 
Pengantar, Rekap Penggunaan, Rincian Penggunaan, Rekap Pajak dan 
SPM. Rekap dan Rincian Penggunaan dibutuhkan karena untuk 
mempermudah Pejabat Penguji SPP untuk mencatat pengajuan SPP dalam 
Buku Pengawasan Penggunaan SPP/ Wasdit. Rekap Pajak memudahkan 
bendahara pengeluaran untuk mencatat dan memperhitungkan pajak. SPM 
dibuat oleh Fakultas/ unit kerja untuk mempermudah prosedur/ mekanisme 
pencairan dana/ pegeluaran kas. Selain tambahan pada dokumen 
pendukung SPP terdapat pula dokumen tambahan yang digunakan oleh 
Bagian Keuangan UNS, yaitu Kartu Kendali Anggaran yang berfungsi 
sebagai bukti bahwa SPP-LS yang diajukan telah disetujui karena tidak 
melebihi pagu anggaran dalam DIPA. 
Di dalam melakukan pengujian dan pemeriksaan dokumen-dokumen 
telah baik karena melibatkan banyak fungsi, sehingga resiko 
ketidaksesuaian dokumen dapat dihindari. Hanya saja masih terdapat 
beberapa kekurangan seperti masih terjadi menyobekan terhadap lembar 
disposisi oleh fungsi-fungsi terkait karena lembar tidak dalam keadaan 
baik sehingga SPP dan dokumen pendukungnya didistribusikan atau 
diarsip tanpa lembar disposisi. Selain itu, di dalam pelaksanaan sistem 
pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU dengan pembayaran LS untuk 
pengadaan barang dan jasa di Bagian Keuangan UNS belum menggunakan 
Check list seperti yang disebutkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
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No. 66/PB/2005. Tidak adanya check list dapat megakibatkan terjadi 
keraguan dalam hal kelengkapan dokumen pendukung SPP oleh fungsi 
penerbitan dan penandatanganan SPM. 
SPM dibuat oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas yaitu 
Fakultas/ Unit Kerja lainnya sehingga Kepala Biro Administrasi Umum 
dan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya memberikan 
otoritas dengan menandatangani SPM tersebut. Hal ini bertujuan untuk 
mempermudah prosedur pengeluaran kas agar lebih efisien dan efektif. 
Namun demikian, hal ini menyebabkan dokumen SPM dibuat tidak 
dengan nomor urut tercetak sehingga semakin besar kemungkinan 
terjadinya penyelewengan dari sistem dan resiko pemanipulasian sistem 
yang telah ditetapkan. 
3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan di dalam sistem pengeluaran kas 
dana DIPA PNBP BLU UNS untuk pembayaran LS pengadaan barang 
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 
tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan 
pertanggungjawaban bendahara kementerian negara/ lembaga/ kantor/ 
satuan kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 
47/PB/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penatausahaan dan penyusunan 
laporan pertanggungjawaban bendahara kementerian negara/ lembaga/ 
kantor/ satuan kerja. Namun demikian ada perbedaan nama atau istilah 
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buku/ catatan yang digunakan meskipun pada dasarnya memiliki fungsi 
yang sama. Di dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 
terdapat catatan akuntansi Buku Pengawasan Penerimaan SPP sedangkan 
dalam pelaksanaannya terdapat Wasdit (Rekapitulasi Pengawasan Kredit). 
Keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mencatat jumlah 
pengeluaran yang diajukan dalam SPP. 
4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
Prosedur pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU sudah baik tetapi 
tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Perbendaharaan No. 66/PB/2005. 
Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan prosedur yang dilaksanakan oleh 
Bagian Keuangan lebih kompleks karena untuk mempermudah pekerjaan 
Pejabat Penerbit SPM sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara 
efisien dan efektif. Hal ini juga untuk memperkuat sistem pengendalian 
intern. Di dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa SPM 
diterbitkan rangkap 3 dengan ketentuan lembar 1 dan 2 disampaikan ke 
KPPN dan lembar 3 untuk diarsip satker yang bersangkutan, namun 
didalam pelaksanaannya UNS menerbitkan 3 rangkap SPM dengan 
ketentuan lembar 1 dan 2 untuk Bagian Keuangan dan lembar 3 untuk 
diserahkan kembali ke Fakultas/ Unit kerja lainnya. Hal tersebut 
dikarenakan UNS selaku BLU melaksanakan sendiri pencairan dana/ 
pengeluaran kas tanpa melewati KPPN. UNS hanya memberikan laporan 




Setelah dilakukan penelitian terhadap sistem pengeluaran kas dana DIPA 
PNBP BLU UNS untuk pembayaran sistem LS pengadaan barang dan jasa, 
penulis menemukan beberapa kelebihan maupun kelemahan dalam pelaksanaan 
sistem tersebut. 
A. Kelebihan 
1. Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP di 
UNS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan No. 66/PB/2005 yang meliputi Petugas Penerima SPP, 
Pejabat Penguji SPP, dan Pejabat Penerbit dan Penandatanganan SPM. 
Selain itu juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 
47/PMK.05/2008 yang menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran 
bertugas mengelola belanja/ pengeluaran kas BLU. 
Di dalam pelaksanaannya, setiap fungsi terdiri dari beberapa petugas 
di Bagian Keuangan di UNS. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 
Pejabat Penerbit SPM untuk melaksanakan tugasnya dan untuk 
memperkuat pengendalian intern. Selain itu, pelaksanaan sistem 
pengeluaran kas dana DIPA PNBP di UNS terdapat pemisahan fungsi 
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yang tegas antara fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi kas, 
dan fungsi akuntansi. Hal ini dapat meminimalkan resiko penyelewengan/ 
tindakan yang menyimpang dari sistem. 
2. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan oleh Bagian Keuangan UNS dalam 
melaksanakan sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU untuk 
pembayaran sistem LS pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan 
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005. Di dalam 
pelaksanaannya terdapat tambahan dokumen yang digunakan oleh Bagian 
Keuangan UNS yaitu Surat Pengantar, Rekap Penggunaan, Rincian 
Penggunaan, Rekap Pajak dan SPM. Rekap dan Rincian Penggunaan 
dibutuhkan karena untuk mempermudah Pejabat Penguji SPP untuk 
mencatat pengajuan SPP tersebut dalam buku pengawasan penggunaan 
SPP/ Wasdit. Rekap Pajak memudahkan Bendahara Pengeluaran untuk 
mencatat dan memperhitungkan pajak. SPM dibuat oleh Fakultas/ unit 
kerja untuk mempermudah prosedur/ mekanisme pencairan dana/ 
pegeluaran kas. Selain tambahan pada dokumen pendukung SPP terdapat 
pula dokumen tambahan yang digunakan oleh Bagian Keuangan UNS, 
yaitu Kartu Kendali Anggaran yang berfungsi sebagai bukti bahwa SPP-




3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Catatan Akuntansi yang Digunakan oleh Bagian Keuangan UNS dalam 
melaksanakan sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU telah sesuai 
dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005. Adanya catatan 
akuntansi Buku Kas Harian yang dibuat oleh Kasir Pengguna sebagai 
catatan akuntansi pendukung Buku Kas Umum yang dibuat Bendahara 
Pengeluaran dapat memperkecil resiko kesalahan pencatatan maupun 
kecurangan dalam hal pencatatan transaksi. 
4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
Prosedur dalam sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU untuk 
pembayaran sistem LS pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh 
UNS sudah baik tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Direktur 
Perbendaharaan No. 66/PB/2005. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan 
prosedur yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan lebih kompleks karena 
untuk mempermudah pekerjaan Pejabat Penerbit SPM sehingga pekerjaan 
dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal ini juga dapat 
memperkuat sistem pengendalian intern karena membutuhkan petugas 
lebih banyak untuk melaksanakan prosedur sehingga dapat memperkecil 
resiko kesalahan dokumen, resiko kecurangan, maupun resiko pelanggaran 





Dokumen yang Digunakan 
Di dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU 
UNS dengan sistem pembayaran LS untuk pengadaan barang dan jasa masih 
terdapat kelemahan terkait dokumen yang digunakan. Di dalam 
pelaksanaannya Bagian Keuangan UNS belum menggunakan check list 
sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
No. 66/PB/2005. Check list merupakan dokumen untuk mengecek 
kelengkapan berkas SPP yang diajukan. Selama ini Bagian Keuangan hanya 
memberi paraf pada setiap dokumen apabila telah dicek kebenaran 
dokumennya. Tidak adanya check list dalam sistem pengeluaran kas dana 
DIPA PNBP BLU ini dapat mengakibatkan keraguan tentang kelengkapan 
dokumen pendukung SPP oleh fungsi penerbitan dan penandatanganan SPM. 
Selain itu, di dalam pelaksanaan sistem pengeluaran kas DIPA PNBP BLU di 
Bagian Keuangan UNS  masih terdapat beberapa kekurangan seperti masih 
terjadi menyobekan terhadap lembar disposisi oleh fungsi-fungsi terkait 
karena lembar tidak dalam keadaan baik, sehingga SPP dan dokumen 
pendukungnya didistribusikan dan diarsip tanpa lembar disposisi. 
SPM dibuat oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas yaitu 
Fakultas/ Unit Kerja lainnya sehingga Kepala Biro Administrasi Umum dan 
Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran hanya memberikan otoritas 
dengan menandatangani SPM tersebut. Hal ini menyebabkan dokumen SPM 
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dibuat tidak dengan nomor urut tercetak sehingga semakin besar kemungkinan 




















Berdasarkan uraian bab sebelumnya mengenai sistem pengeluaran kas 
dana DIPA PNBP BLU UNS dengan sistem pembayaran LS untuk 
pengadaan barang dan jasa, penulis mengambil kesimpulan bahwa sistem 
pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU UNS telah dilaksanakan sesuai 
dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 kecuali pada 
jaringan prosedur yang membentuk sistem, berikut uraiannya: 
1. Fungsi yang terkait telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
No. 66/PB/2005 walaupun dalam pelaksanaannya setiap fungsi 
dilaksanakan oleh beberapa petugas. 
2. Dokumen yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan No. 66/PB/2005, tetapi di dalam pelaksanaannya Bagian 
Keuangan UNS belum menggunakan check list dan masih terjadi 
penyobekan terhadap lembar disposisi. Selain itu, SPM diterbitkan tidak 
bernomor urut tercetak. 
3. Catatan akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan No. 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan 
No. 47/PB/2009. 
4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem tidak sesuai dengan Peraturan 
Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005, namun hal ini membawa 
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dampak lebih baik untuk pelaksanaan sistem pengeluaran kas dana DIPA 
PNBP BLU dengan pembayaran LS untuk pengadaan barang dan jasa 
karena dapat memperkuat sistem pengendalian intern. 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan temuan-temuan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya mengenai sistem pengeluaran kas dana DIPA PNBP BLU UNS 
dengan sistem pembayaran LS untuk pengadaan barang dan jasa, maka 
penulis memberikan rekomendasi kepada Bagian Keuangan UNS  
1. Bagian Keuangan UNS sebaiknya membuat Check list untuk mengecek 
kelengkapan berkas pengajuan SPP sesuai dengan yang disebutkan dalam 
Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005. 
2. Bila dokumen yang digunakan telah rusak, sebaiknya diganti dengan 
yang baru tanpa membuang dokumen lama yang telah rusak tersebut. 
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